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ABSTRAK 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEDIA BAHAN BAKU RUPIAH 

DALAM PEMBUATAN UANG PALSU 

Kejahatan terhadap mata uang, dalam sejarah peradaban manusia dianggap sebagai 

kejahatan yang sangat merugikan kepentingan negara. Tindak pidana penyedia bahan 

baku rupiah tanpa izin dalam pembuatan uang palsu terdapat pada Putusan Mahkamah 

Agung dengan Nomor Putusan 147/Pid.B/2016/PN.Pgp dan 

300/Pid.Sus/2014/PN.Smg Dalam skripsi ini penulis mengangkat 2 (dua) 

permasalahan yaitu (1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan tindak pidana penyedia bahan baku rupiah tanpa izin dalam 

pembuatan uang palsu? (2) Bagaimana pertanggungjawaban dalam dalam perkara 

tindak pidana penyedia bahan baku rupiah tanpa izin dalam pembuatan uang palsu? 

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut dasar 

pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan tindak pidana penyedia bahan baku 

uang palsu adalah pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis, 

pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penyedia bahan baku uang palsu sebagai 

terdakwa dapat bertanggungjawab berdasarkan hal-hal, perbuatan terdakwa harus 

merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam suatu peraturan-peraturan yaitu 

melakukan perbuatan penyedia bahan baku uang palsu.  

Kata Kunci: pertanggungjawaban, pelaku tindak pidana, membelanjakan, uang palsu. 

 

                                          Indralaya,       Maret 2020 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Hukum adalah suatu aturan yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan, 

karena hukum merupakan suatu aturan yang mengatur setiap manusia, sehingga 

dalam hukum banyak sekali aturan-aturan yang tidak memperbolehkan manusia 

untuk berbuat sesuatu. Indonesia adalah negara hukum, dasar pijakan bahwa 

Indonesia negara hukum terdapat di dalam Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa: 

”Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.1 

Hukum pidana memiliki karakter khas sebagai “hukum (yang berisikan) 

perintah”. Perintah dan larangan tegas memberikan nuansa khas pada hukum 

pidana. Pokok soal hukum pidana dalam konteks perlindungan obyek-obyek 

atau kepentingan hukum adalah pentaatan larangan dan perintah yang 

dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan oleh pihak yang dituju oleh 

ketentuan pidana tersebut.2  

Di dalam hukum Indonesia terdapat hukum publik dan hukum privat, 

hukum publik Indonesia diatur di dalam KUHP atau biasa disebut hukum 

pidana. Hukum pidana adalah suatu bagian dari tatanan hukum yang berlaku di 

                                                             
1 Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 
2 Jan Remmelink, Hukum Pidana, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm.10. 



18 
 

 
 

 

suatu negara yang berisikan perbuatan yang dilarang atau tindakan pidana itu 

sendiri, dalam hal apa dan dengan bagaimana seseorang itu dinyatakan melakukan 

tindak pidana (pertanggung jawaban pidana) dan pemberian sanksi atas perbuatan 

pidana yang dilakukan tersebut.3  

Menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukum pidana mengatur tentang kejahatan 

dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan 

pidana yang merupakan suatu penderitaan.4 Kejahatan dan pelanggaran yang dimaksud 

termasuk juga tentang uang. 

Uang merupakan suatu benda yang wujudnya sedemikian rupa yang digunakan 

sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku pada saat peredarannya. Sah dalam arti 

yang menurut peraturan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang 

berwenang ini adalah Negara atau badan yang ditunjuk oleh negara seperti bank.5  

Kejahatan terhadap mata uang, dalam sejarah peradaban manusia dianggap sebagai 

kejahatan yang sangat merugikan kepentingan negara. Oleh karena itu negara 

dilindungi dari hal-hal tersebut, sehingga dicantumkan dalam asas perlindungan yang 

di dalam KUHP tercantum dalam pasal 4. Dalam pasal 4 KUHP, yang berbunyi: (1) 

Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi 

setiap orang yang melakukan di luar Indonesia sedangkan, dalam ayat (2) suatu 

kejadian mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, 

ataupun mengenai materai dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah 

Indonesia.6 

                                                             
3 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2002, hlm.52. 
4 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.216-217. 
5 Adami Chazawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.26. 
6 Adi Dwi Jayanto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: General Store, 2014, hlm 5. 
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Menurut Wirjono Prodjodikoro, pemalsuan adalah suatu perbuatan yang disengaja 

meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan 

(ilegal) atau melanggar hak cipta orang lain.7 

Kejahatan mengenai pemalsuan uang ini juga salah satu dampak 

dariperkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) yang banyak diciptakan 

dan digunakan oleh orang pandai, akan tetapi kepandaian tersebut tidak diikuti dengan 

etika dan moral yang baik sehingga banyak orang yang memanfaatkan kepandaian 

tersebut untuk berbuat yang melanggar aturan Negara.  

Contoh kasus dalam tindak pidana pemalsuan ini ialah kasus dari putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 147/Pid.b/2016/PN.Pgp yang 

diketahui Bahwa ia, Terdakwa A YUMI Alias MIDUN Alias ADUN Binti 

SUKARNA pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 08.30 wib atau 

setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret Tahun 2016 atau 

setidak-tidaknya di tahun 2016, bertempat di Jalan Batu Kadera Rt.06 kelurahan 

Semabung Lama kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, atau setidak-tidaknya 

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri 

Pangkal Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang 

yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, 

dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan 

untuk membuat Rupiah Palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan 

cara sebagai berikut: 

- Bahwa bermula dari informasi yang diterima oleh Saksi Haryadi dan saksi Dwi 

Prayogo yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Bukit Intan, Pangkalpinang, 

                                                             
7 Prodjodikoro Wirjono. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm.34. 
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bahwa di Pangkalpinang dan sebagian besar wilayah di Propinsi kepulauan Bangka 

Belitung sudah sering beredar lembaran uang kertas rupiah palsu, kemudian saksi 

Haryadi dan rekan-rekan lainnya terus menelusuri informasi tersebut, kemudian 

didapatkan informasi bahwa percetakan uang kertas rupiah palsu tersebut bertempat 

di jakarta dan saksi Haryadi dan Saksi Dwi Prayogo mendapat informasi kalau 

Terdakwa AYUMI Alias MIDUN adalah salah satu jaringan yang atau menyebarkan 

lembaran uang kertas rupiah palsu dikawasan Propinsi kepulauan Bangka Belitung.8 

Penulis juga mengambil contoh lain dari Putusan Mahkamah Agung tentang 

penyedia bahan baku uang palsu yaitu putusan Nomor 300/Pid.sus/2014/PN.Smg 

yang diketahui bahwa terdakwa SURIPTO Bin PARWANDI bersama-sama dengan 

DWI WAHYU KURNIAWAN Alias IWAN (DPO) dan AJI (DPO) pada hari dan 

tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti yaitu pada bulan Juli 2014 atau 

pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014, bertempat di rumah kontrakan milik saksi 

HARTONO Bin SUMARSONO yang terletak di Perumahan Graha Pesona Jatisari 

Blok B1 No. 18 Rt. 02 Rw. XIII, Kel. Jatisari, Kec. Mijen, Kota Semarang setidak- 

tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang 

berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan atau 

turut melakukan perbuatan memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 

ayat (1) namun perbuatan tersebut tidak selesai dan tidak selesainya perbuatan itu 

bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.9 

                                                             
8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PN Pangkal Pinang Nomor 

147/Pid.B/2016/PN.Pgp, https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/1af31421fba610eb66c7f 

Diakses pada tanggal 14 Agustus 2019, pukul 19.22 WIB. 
9  Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PN Semarang Nomor 

300/Pid.Sus/2014/PN.Smg,https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/fcfcb8e2c0cb9e269d1af99a7a29f9d8, 

Diakses pada tanggal 19 Oktober 2019, pukul 20.05 WIB. 

https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/1af31421fba610eb66c7f
https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/fcfcb8e2c0cb9e269d1af99a7a29f9d8
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Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, uang mainan 

yang dimaksud adalah kategori "rupiah tiruan". Berdasarkan definisi yang disebutkan 

dalam UU Mata Uang, "rupiah tiruan adalah yang bahan, ukuran, warna, gambar, 

dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau 

diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan 

rupiah sebagai simbol negara". Sementara, "rupiah palsu" adalah uang tiruan yang 

dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat 

pembayaran yang melawan hukum. Dalam ayat pertama Pasal 24 Undang-Undang 

Mata Uang, disebutkan bahwa setiap orang dilarang meniru rupiah, kecuali untuk 

tujuan pendidikan dan/atau promosi dengan memberi kata spesimen. Kemudian di ayat 

selanjutnya, setiap orang dilarang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan.10 

Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kepolisian Republik Indonesia, 

Brigjen Pol Dedi Prasetyo, uang mainan dapat saja menjadi alat pelanggaran hukum 

apabila merugikan orang lain. "Uang mainan kalau dipakai transaksi dan akibat dari 

giat tersebut timbul kerugian kepada pihak lain maka dapat timbul peristiwa pidana. 

Namun demikian, perlu pendalaman dulu oleh penyidik," kata Dedi saat dihubungi 

Kompas.com, Selasa (23/10/2018) siang. Lebih jelas, Dedi menyebutkan, terdapat 

ancaman pidana masing-masing 15 tahun penjara bagi pembuat maupun pengedar uang 

mainan yang digunakan untuk maksud menipu. Hal itu tertuang dalam Pasal 244 dan 

Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).11 

                                                             
10 Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011. 
11 Luthfia Ayu Azzanella, https://nasional.kompas.com/read/2018/10/23/15212001/tak-hanya-uang-

palsu-uang-mainan-juga-ada-sanksi-pidananya?page=all, Diakses pada tanggal 21 Oktober 2019, pukul 16.54 
WIB. 

https://nasional.kompas.com/read/2018/10/23/15212001/tak-hanya-uang-palsu-uang-mainan-juga-ada-sanksi-pidananya?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2018/10/23/15212001/tak-hanya-uang-palsu-uang-mainan-juga-ada-sanksi-pidananya?page=all
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Tindak pidana tentang pembuatan uang palsu di Indonesia mengalami penurunan 

dan kenaikan tiap tahun nya. Menurut data dari Bank Indonesia dari tahun 2014 hingga 

tahun2018 sebagai berikut:12 

a. Pada tahun 2014 ditemukan sebanyak 126,417 lembar; 

b. Pada tahun 2015 ditemukan sebanyak 319.681 lembar; 

c. Pada tahun 2016 ditemukan sebanyak 362.250 lembar; 

d. Pada tahun 2017 ditemukan sebanyak 164.903 lembar; 

e. Pada tahun 2018 ditemukan sebanyak 237.431 lembar. 

Dari data di atas disimpulkan bahwa peredaran uang palsu terbanyak ada pada 

tahun 2016.   

Dari penjelasan di atas penulis tertarik untuk mengangkat menjadi sebuah skripsi 

dengan judul ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYEDIA BAHAN 

BAKU RUPIAH TANPA IZIN DALAM PEMBUATAN UANG PALSU. 

 

2. Rumusan Masalah 

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak 

pidana penyedia bahan baku rupiah tanpa izin dalam pembuatan uang palsu? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam dalam perkara tindak pidana 

penyedia bahan baku rupiah tanpa izin dalam pembuatan uang palsu?   

 

3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak 

pidana penyedia bahan baku rupiah tanpa izin dalam pembuatan uang palsu, 

                                                             
12 Bank Indonesia, https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/temuan-uang-

palsu/Contents/Default.aspx, diakses pada tanggal 21 Oktober 2019, pukul 21.54 WIB. 

https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/temuan-uang-palsu/Contents/Default.aspx
https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/temuan-uang-palsu/Contents/Default.aspx
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2. Untuk mengetahui penerapan sanksi dalam dalam perkara tindak pidana penyedia 

bahan baku rupiah tanpa izin dalam pembuatan uang palsu. 

 

4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

Diharapkan dapat menambah wawasan tentang Hukum Pidana, khususnya tentang 

pengekan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang yang secara nasional saat ini 

menjadi salah satu agenda dalam promosi kualitas penegakan hukum. Selain itu, 

penelitian ini dapat juga dijadikan referensi ilmiah bagi penelitian sejenis berikutnya, 

sehingga penelitian tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang 

di masa yang akan datang dapat lebih sempurna. 

2. Manfaat praktis  

a. Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat pada upaya untuk 

meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya 

berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang. 

b. Secara praktis atau terapan penelitian ini berguna untuk menjadi suatu acuan 

bagi penelitian yang serupa. 

 

5. Ruang Lingkup 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang pengaturan pengedaran uang 

palsu agar permasalahan beserta pembahasan dalam skripsi ini tidak terlalu luas dan 

agar lebih konkrit, maka penulis akan memberikan batasan-batasan terhadap 

permasalahan dan pembahasannya pada hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana 

pemalsuan uang. 
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6. Kerangka Teori 

Yang dimaksud dengan kerangka teori ialah sebagai model konseptual mengenai 

bagaimana teori tersebut berhubungan dengan berbagai faktor atau variabel yang  telah 

dikenali atau di identifikasi sebagai masalah yang penting sekali. Penentuan suatu variabel 

atau faktor dipertimbangkan untuk diteliti, dikarena merupakan salah satu penyebab 

timbulnya masalah, benar-benar terjadi yang didasarkan pada teori yang relevan.13 

1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan 

diperlukanuntuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa 

putusanhakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian 

hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapakan langkah berikutnya 

terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan atau 

melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan sebagainya.14 

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang 

baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan 

tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari 

kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (rechterlijk dwaling), rasa rutinitas, kekurang hati-

hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu 

yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.15 

Pada konteks ini, Denny Indrayana berpendapat bahwa penegakan hukum 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pada dasarnya mengandung 4 prinsip yaitu:16 

                                                             
13 J. Suptanto, Metode Penelitian Hukum dan Statisti, Jakarta: Rineka Cipta,2003, hlm. 195. 
14 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif,  Jakarta: Sinar 

Grafika, 2010, hlm.103. 
15 Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, Surabaya: Bina Ilmu, 2007, hlm.119. 
16 Denny Indrayana, Komisi Negara Independen, Evaluasi Kekinian dan Tantangan Masa Depan, 

Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 155. 
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1. Prinsip Tertib Hukum 

Prinsip tertib hukum menghendaki adanya ketentuan hukum yang jelas yang 

mengandung kepastian hukum dan seluruh tindakan benar-benar dilaksanakan 

berdasarkan ketentuan hukum; 

2. Prinsip Perlindungan dan Pengayoman Hukum 

Prinsip perlindungan dan pengayoman hukum menghendaki hukum harus 

mampu mengayomi dan melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia; 

3. Prinsip Persamaan Hak dan Kewajiban di Depan Hukum 

Prinsip persamaan hak dan kewajiban di depan hukum menghendaki setiap 

warga negara mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara serasi, 

selaras dan seimbang; 

4. Prinsip Kesadaran Hukum 

Prinsip kesadaran hukum menghendaki warganegara dapat menjunjung tinggi 

hukum berdasarkan kesadaran hukum yang tinggi pula. Kesadaran hukum 

mencakup dua hal penting yakni, kesadaran untuk mematuhi ketentuan-ketentuan 

hukum dan kesadaran untuk turut memikul tanggung jawab bersama dalam 

menegakkan hukum. 

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, 

sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek 

yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai 

sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:17 

1) Pertimbangan yuridis  

                                                             
17 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986, hlm.67. 
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 Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, 

tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan 

sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang 

bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: 

(a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). 

Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak 

perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan 

terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang 

dilakukan;  

2) Pertimbangan filosofis  

 Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana 

yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku 

terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan 

adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari 

lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan 

kejahatan lagi;  

3) Pertimbangan sosiologis 

  Pertimbangan sosoiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana 

didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana 

yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. 

2. Teori Penjatuhan Putusan 

 Pemahaman atas kekuasaan kehakiman, tidak lepas dari prinsip pemisahan 

kekuasaan yang dikemukaan oleh John Locke dan Montesqueiu. Hal ini 
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dimaksudkan untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur, atau netral 

(impartiality). Apabila kebebesan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, dapat 

dipastikan tidak akan bersikap netral, terutama apabila terjadi sengketa antara 

pengusaha dan rakyat.18 

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuasaan 

kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-

putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang 

diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat 

menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila 

tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk 

peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. 

Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai 

kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim 

melalui putusannya.19 

 

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Melalui pertanggung jawaban pidana, ancaman pidana yang secara abstrak 

terdapat dalam undang-undang, secara kongkrit ditimpakan atau dijatuhkan kepada 

pelakunya. Suatu ancaman pidana yang terdapat dalam undang-undang tidak secara 

otomatis akan dijatuhkan kepada seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak 

pidana, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi untuk menjatuhkannya oleh 

pengadilan. Roeslan Saleh mengatakan, pertanggungjawaban pidana diartikan 

                                                             
18 Anonim, https://suduthukum.com/2016/10/teori-penjatuhan-putusan.html, diakses pada 

tanggal 21 Oktober 2019 pukul 21.13 WIB. 
19 Ibid. 

https://suduthukum.com/2016/10/teori-penjatuhan-putusan.html
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sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara 

subyektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. 

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat 

dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak 

pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak 

pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut 

masalah pertanggungjawaban pidana.20 

Pertanggungjawaban pidana harus didahului dengan penjelasan tentang 

perbuatan pidana sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggung jawaban pidana 

tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan pidana. Tidak adil jika seseorang harus 

bertanggung jawab atas suatu tindakan sedangkan ia sendiri tidak melakukan 

tindakan tersebut.21 

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang 

objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi 

syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.22Dasar adanya perbuatan 

pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah 

asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana 

jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Kapan 

seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah 

pertanggungjawaban pidana.23 

Seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, 

apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau 

                                                             
20 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam 

Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru, 1981, hlm. 75.  
21 Roeslan Saleh, op.cit ,hlm 20-23.  
22 Mahrus Ali , Dasar Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 156.  
23 Roeslan Saleh, Op.cit, hlm 75 
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peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut 

kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung 

jawab yang dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya. Untuk dapat 

dicelanya perbuatan, seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur 

kesalahan sebagai berikut : 24 

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa 

si pembuat tindak pidana harus normal.  

2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa 

kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa). Ini di sebut bentuk-bentuk 

kesalahan.  

3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaaf. 

Seseorang dapat dikatakan mempunyai kemampuan bertanggung jawab yaitu:25 

1. Mampu menginsyafi arti perbuatannya; 

2. Mampu menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban 

masyarakat;  

3. Mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu. 

 

7. Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menganalisis 

norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-

putusan hakim. Lebih lanjut lagi, menurut Jhonny Ibrahim, metode penelitian hukum 

                                                             
24 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT. Aditya Bakti, 1997, hlm 160.  
25 Ibid 
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normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran 

berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Data yang diperoleh dan 

diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari sumber 

kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.26 

 

b. Metode Pendekatan 

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang 

berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan 

kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok 

yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada 

suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan 

isu hukum yang dihadapi. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka metode pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu pendekatan Undang-Undang (Statute Appoarch) merupakan 

penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-

undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.27 Pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan 

perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah 

menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam 

pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua 

peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu 

hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya 

                                                             
26 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 88. 
27 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali 

Pers, Jakarta, 2001, hlm 14. 
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dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar 

dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-

Undang yang lain.28 

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) adalah salah 

satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba 

membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi 

dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum 

yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah 

untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang 

terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan 

melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. 

Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan 

pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan 

tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat 

digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.29 

c. Sumber dan Bahan Hukum 

  Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan ini hanya menggunakan sumber 

data sekunder, sumber data sekunder tersebut yakni sebagai berikut: 

A. Bahan Hukum Primer 

 Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan 

hukum yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

                                                             
28 Ibid. 
29 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 93. 
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3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 

4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

147/Pid.B/2016/PN.Pgp; 

5. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

300/Pid.Sus/2014/PN.Smg; 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Uang Palsu 

B. Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan 

dokumen tidak resmi.30 Berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan pustaka 

lainnya yang berkaitan dengan penelitian. 

 

 

C. Bahan Hukum Tersier 

 Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.  

 

d. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen atau 

bahan pustaka merupakan suatu alat pengumpulan bahan penelitian yang dilakukan 

melalui data tertulis dengan mempergunakan content analysis. 

Pengertian lain, menyatakan bahwa Studi Kepustakaan (Library Research), 

yaitu studi dokumen dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku hukum, 

literatur, tulisan-tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan putusan hakim 

yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. 

                                                             
30 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 13. 
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e. Teknik Analisi Bahan Penelitian 

Analisis/kajian isi adalah suatu teknik untuk membuat kesimpulan dengan 

mengidentifikasi karakteristik tertentu dari suatu pesan secara objektif dan 

sistematis. Teknik analisis dapat digolongkan sebagai berikut: 

a. Teknik analisa kualitatif, yang dilakukan terhadap data yang berupa informasi, 

uraian dalam bentuk Bahasa prosa, kemudian dikaitkan dengan data lain untuk 

mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebeneran atau sebaliknya, sehingga 

mendapatkan gambaran baru ataupun menguatkan gambaran yang sudah ada 

maupun sebaliknya.  

Dalam penelitian ini, digunakan Teknik analisis kualitatif yang lebih 

menggunakan pendekatan teoritis yang lebih mengutamakan data uraian dalam 

bentuk Bahasa prosa dengan jumlah. 

f. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan Kesimpulan dalam skripsi akan ditarik dengan metode induktif yaitu 

adalah cara penyusunan/penarikan kesimpulan dengan metode pemikiran yang 

bertolak dari kaidah khusus untuk menentukan kaidah yang umum. Proses 

penalaran ini bergerak mulai dari penelitian dan evaluasi atas fenomena-fenomena 

yang ada. Semua fenomena harus diteliti dan dievaluasi terlebih dahulu sebelum 

melangkah jauh ke proses penalaran induktif.  
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